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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional, perlu menetapkan Peraturan Dewan
Jaminan Sosial Nasional tentang Kebijakan Umum Penetapan
dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial;

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 239,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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Menetapkan

5256) sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5752);

4. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji
atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif
bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 254);

5. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji
atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif
bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 254);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2015
tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif bagi
Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
TENTANG KEBIJAKAN UMUM PENETAPAN DAN PENILAIAN
INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.

Pasal 1
Dalam Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional ini yang
dimaksud dengan:
1. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya
disingkat DJSN adalah dewan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional.



(1)

(2)
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Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang
selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum yang
dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan
Sosial.

Sistem Penetapan dan Penilaian Kinerja adalah sistem
penetapan dan penilaian Indikator Pencapaian Kinerja
(IPK), baik  BPJS Kesehatan @ maupun  BPJS
Ketenagakerjaan merupakan alat untuk mengukur
tingkat keberhasilan Direksi, baik terhadap tingkat
kesehatan keuangan maupun indikator pencapain
kinerja yang merupakan ukuran keuangan dan non
keuangan dalam rangka kelancaran operasi BPJS secara
efektif dan efisien, serta sustainability untuk memenuhi
harapan Pemangku Kepentingan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
BPJS.

Metode Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian
Kinerja (IPK) adalah metode yang digunakan dalam
penetapan dan penilaian IPK, dengan Sistem Balance
Score Card (BSC), yaitu suatu metodologi untuk
menterjemahkan visi, misi dan rencana strategis BPJS,
melalui pengukuran pengelolaan program dengan
mengintegrasikan rencana strategis dan RKAT, untuk
mencapai tujuan BPJS dengan perspektif yang
disesuaikan dengan tingkat urgensi pengelolaan program
BPJS, dan didasarkan pada 3 azas dan 9 prinsip SJSN.
Indikator Penilaian Kinerja yang selanjutnya disebut IPK
adalah formula yang memuat kunci utama untuk

mengukur kinerja.

Pasal 2
Kebijakan umum Penetapan dan Penilaian Kinerja BPJS
merupakan pedoman bagi DJSN dalam melakukan
pengukuran terhadap kinerja BPJS untuk melakukan
pengawasan.
Kebijakan umum penetapan dan penilaian kinerja BPJS

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
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1.

(3) Kebijakan umum penetapan dan penilaian indikator
pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

latar belakang;

maksud dan tujuan;

dasar hukum;

sistem penetapan dan penilaian indikator
pencapaian kinerja;

metode penetapan dan penilaian indikator
pencapaian kinerja;

pendekatan penetapan dan penilaian indikator
pencapaian kinerja;

penetapan dan penilaian indikator pencapaian
kinerja;

faktor yang diperhatikan dalam penetapan dan
penilaian tingkat kesehatan keuangan;

penetapan bobot;

simulasi penetapan dan penilaian tingkat
kesehatan keuangan dan indikator pencapaian
kinerja BPJS Kesehatan;

simulasi penetapan dan penilaian tingkat
kesehatan keuangan dan indikator pencapaian
kinerja BPJS Ketenagakerjaan; dan

simulasi pemberian insentif.

terpisahkan dari Peraturan DJSN ini.

Pasal 3

Peraturan DJSN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan DJSN ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 April 2017

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

ttd

SIGIT PRIOHUTOMO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANCG

KEBIJAKAN UMUM PENETAPAN DAN PENILAIAN
INDIKATOR  PENCAPAIAN  KINERJA  BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

KEBIJAKAN UMUM
PENETAPAN DAN PENILAJIAN INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA
HADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

A Latar Delaloang

Badan Feovelenggara Jaminan Scsial [IPJS) merupakan adan
huokum publik yang berfuogs) menyelenggarakan program Jadan
Sosinl  dalam  Sistomn  Jaminsn  Sosial  Nasional  (SUSN)  vang
dismanatian dalum Undang-Undang Nomor 40 Taln 2004 teating
SJSN,  Undang-Undang Nomor 24 Talum 2011 lettang BRJS
membeniuk 2 (dua) BPIS, yaitu BPJS Keschawn dan BPRJIS
Kerenagakerjuan,  BIUE  Kesthatsn berfungsi  menyelengganakan
program  Jaminan Keselmlan (JK), dan BRIS  Ketenagakerjaan
befungsi menyelenggarakan progrm Jaminan Kecelakaan Kevja (JKK]),
Jumina Had Tus @HT), Jamioan Pensiun (JP), dan  Jaminan
Kematian (TKmj.

Undang-tUidang BPJS mesentukan lshwa BRJUS bertanggung jawab
kepeala Presiden, sedangkan  pengawasan terbadap BRIS dilakukan
secam intemal dan cksoternad.  Pongawasan internal diladooken aleh
organ pengawas BPJS yang terdir] dard Dewnn Pengawas dan Satuan
Pengawas loternal (SPI), Sedanglaan peagawasan elisternal dilakukaa
oloh Dewan Jaminan Sosial Nastonal ((AJSN) dan embags pengawas
independen,  Laporan pertangguogiawsbun BRIS vang disampeikan
kepatly Presiden dalam beatuk laporan pengelolean progous dan

www.peraturan.go.id
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laporan keuangan alunan yaog telah diandic oleh akuasan pablik
wajib ditenmbuskan kepada DUSN,

Undang-Tindang STSN  yang membentok TSN mengamanatiesn
babiwat  DJSN  berfungsi  menmnuskan  kebijakan umum  dan
sinkrouizasi penvelenggaraan SISN, dan diberi wewenang melakukan
monitortog dan evaluasi penyelenggaraan SUSN. Selanjutnya  delam
Peramaran Pemerintah Nomor 87 tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset
BRIS Kesehatan dan Pesthuran Pemerintah Nomor 99 taliun 2013
tentang Pengelolaan Aset BPJS Ketenagakerjasn yveng merupakan
peramiran pelaksanaan U BRIS diamanatkan antams kain bahwa;

1. Pepgawasan eksternal oleh TSN dilakukan terhadap kKinerja
BPJS.

2. DUSN mekkukan wouitoring dan evalussi koudisi kescliatan
kevangan aset BPJS dan aset DVJS.

4. DJSN wajib meoyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kondisi
Kesclugtan keuangan kopada Presiden,

Berdasarkan urslan dan ketentuan sebagabmona  tersebut  diatas,
maka DJISN merupakan lembags yang dinmanatkan untuk wmelakukan
penilaian atas kKinesjas APJS.  Hasil penifaian kineria BRIS tersebut
dapat digunakan antam lain untuk menetapkan besaran  fusentf bagi
anggota Dewan Pengawas dan anggota Dircksi BRJS,  Scbhagaimana
diamanatkan dalam UL BRIS, bahwa Dewan Pengawas, Dirckst dan
karyawan BPUS dapal memperokeh iosenul sesual dengan  kinegja
BRIS yang dilayarkan dasrl hasil pengembangan, Selanjumya dalas
Peratiiran Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atan Upah
dan Manfaat Tambalan Lalnnya serta Insentil Bagl Angaota Dewan
Pengawas dan Anggota Direksi 8RS, diesapkan babws  inseniil
diberikan dengan momperhatikan capaian Kinerja, peoctapon targed
kinerfa dan besaran Insentil dilakukan oleh Preskden atau pejaber
yang ditunjulke

Berdasarkan hul-bal sebsgatmana tersebut diatas, DUSN menyusan

“Pedoman Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja
BPJS™, Pedoman ini merupalcan sepan bag DJSN dalam melakukan

www.peraturan.go.id
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pengawassn  wrhedap BRIS, dap dapat diguoskean sebugai acuan
didam wenetapkan besaran ioseotil bagl anggoia Dewan Pengawss
dan anggota Diveksi BRIS oleh pejabal yvang divunjuk oleh Presiden
untuk menelapkan targe kinerja dan besarvan insentil

B Maksud dan Tiujoan

Maksud :

1. Sebaga panduan bagl Pemerintah dan Instdiusi pengawas lalnoya
dalam menilai laporan kinera BPJS,

2 Sebagal salah saiu konsep kebijakan yang dapat memlzantn BRJS
meningkatgan kKinogja dan nilal (value) dengan cara meningkat Kan
prinsip transparansi dan alkustabilitas,

d. Sebagal alat yang dapat dindeallsan untuk memeouhl peratusan
perundang-undangan BPJS.

Tujuasn

1. Agar petsgukuran den ponilsian Kinerja oleh institusi  pengawas
BIJS dapat dilalouean secara efektif dan objekuf.

2 Agar sistemn pembetan remonerssi organ BRIS oleh Pomeriotaly
dapat dilakukan secarm efekiil dan objektit

3. Agar Direksi miemiliki stander acuan objektl dalan melaksanakan
tugas, tanggung jawab dan kegiatanoya.

0 Dasar Fuku

1. Undang-tindang No. 40 tahun 2004 fentang Sistem Jaminan
Soskal Nasional.
1) Pasal 2 :
SJSN diselenggarakan berdasarkan asas kemanugiaan, asas
memfaat, dan asas keadilan sosial bagl seluruh raicyat Indonesta
2) Pasal4 :
SJSN diselenggarakem berdasarkan pada prinsip
a. Kegotongroyongan,
b. Nirlaba;
¢ Keterbukaan,

www.peraturan.go.id
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-O_
d. Kehao-hatian,
e Akuntabilitas,
J Portabilitas;
g Kepeseriaan bersifat wafit;

h. Dana amanat, dan

i Hasll pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan
seiuruhnya wituk pengembangan program dan untuk sebesar-
besamya kepentingan peseria,

J) Pasal 7 ayat 1

Dewan Jaminan Sosial Nasional benwenang melakukan

monttoring dan epaluasi penyelenggaraan  program  jaminan

sockal

Penjelasan Pasal: termasuk ungkat kesehatan kevwangan ERJS).

. Undang Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelavanan Publik
Pasal 38

Penyelenggara  Berkewafiban  melakukan  penilaian  kinerja
pelayancn publih secara berkala

Undang-Undang No. 24 talnn 200 1 tentang Badan Penyelenggam
Jaminen Sosial,
1) Pasal 12 sl
BRJS berhak memperoleh hasil monitonng dan evaluasi
penyelengguraan program janinan sosial dari INSN setiap 6
ferwam) bulan”,
2) Pasul 37
BRJS  wapd  menyampaikan  pertanggunginwaban atas
pelaksanaon tugasnya dalam bentuk laporan  pengelolaan
program dan laporan keuangan yany sudah diaudi oleh akuntan
publik kepada Preswden dengan tembusan Kepada DJSEN paling
lambat tanggel 30 Juni tahun berfkuinya.
J) Pasal 39
(1) Pengamwasan terhadap BPJS diakukan secara miernal dan
eksternal
[2) Pengawasan eksternal BPJS dilakukarn oleh,
a. DJSN,; dan

www.peraturan.go.id
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L. lembaga pengawas audependen

4) Pasal 44 ayat [6)
Dewan Pengawas, Direksi dan karyzivan dapat memperoleh
insentif sesuai dengan kineria BRIS yang dibagarkan dari hasil
pengembangan.

4. Peratomsn Pemerintaln No. 60 el 2008 leotang  Sistem
Pengendallan Intem Pemerinmah,
Pasal 19
Review atas knerja mstansi Pemerintah dilaksanakan dengan
membandmghan Finerfa dengan tolok ukur kmena yang
ditetapkan.

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No, 87 Tahun 2013
Tenaag Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan jo Peravaran
Pererinml Republik hwlonesia No, 84 Tahun 2005 Tentaug
Perubalmn Atas Peratursy  Pemerintah No. 87 Tahun 2013
Tentang Pengelolaan Aset Jambnan Sosial Kesehatan,

Pasal 46 ayat (4).
Pengavasan eksternal oleh DJSN ditakukan terhadap kinerjo BPJS
Kesehatan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.

6. Peratuman Pomnerintah Republik Indonesia No. 99 Tshun 2013
Tentang Pengelolaan Asetl Jambnan Seslal Kewnmgakerjasn jo
Peraturan Pemerimals Republlk Indosesia  No. 55 Talwn 2015
Tentang Pembaban Atas Pematuran Pemorintah No. 99 Tahan
2013 Tentang Pengelotasn Asel Jaminan Sosial Ketendagakerfaan,
Pasal 37 ayat (4]

Pengawasan eksternal oleh DJSN dilakudan terhadap Kinerja BRJS
Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan program Jaminan Sostal
Ketenagakerfaoan.

7. Peraturan Presiden Nomor 110 Taliun 2013 (entang Gajl atau

Upaly dare Manfual Tambahan Laionys secta lseatil Bagh Aaguota
Dewan Pengawss dan Anggota Direksi BRIS,

www.peraturan.go.id
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Pasal 9

(1) Dengan memperhatikan capaion Kinerja BRIS, anggota Dewan
Pengmwas dan anggota Direkst dapat dibertkan insentyf

(2) Penetapan  kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk

[3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3

D, Sistem Penetapan dan Penilaian Tndikator Pencapaian Kinetfa (IPK)

Ristem penetspan dan penilsian hdikstor Pencapaian Kinerja (1IPK),
halk HPJS Keschatan maupun BPJS Ketenagkerdaan meropakan akat
untuk mengulour tngkat keberhasilan Diveksi, balk terhadap tngkat
kesehatan  keuaogen waupun  indikator peocapain  kKinerja  yaoug
merupakan ukwan kevangan dan oon kewangan dalam rangka
kelancaran operasi BPJS secara eftkdl dan efision, seria sustamability
untuk wemenuhl harapan Pemangko Kopentingsn sesoai dengan
keteatuan peraturan perondang-undangan wengeosi BRUIS,

. Metode Penctapan dan Penilafan lodikstor Pereapaian Kinerja (L)

Metode vang digunaken dalam penctapan dan pendlaian K, dengan
Sistem Balance Score Card (HSC, yaitu suaty metodologi untuk
menterjemahkan visi, misi dan rencana stmtegis BPIS, melahi
pengukuran pengelolaan progiam dengan wenginiegrasikon rencas
strategis dan RKAT, anuk mencapal tuusn BRIS dengan perspeltil
yang disosnaikan dengan tingkat wrgensi pengelolaan program HPJS
sehagial bertkut:

1. Perspekiil Pelanggan, ukuren kinerja yang menggembarkan
keberhasilan BPJS yang berorlentasl kepada kepuasan peserta,
haik infernal maupun ekstemal.

2 Perspekil’ Keuangan, ukuran kineja yang menggambarkan
keberhasilan BIJS dard aspek Kewangan,

www.peraturan.go.id
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3. Perspektif Proses hiternal, akuran Kioeria yvang menggambarkan
keberhasilan BPIS vang leriokus Kepada berbagai proses intemal
BPJS.

4. Perspekiif Pertumbubian dan Pembelgjasan, ukaran kinerja syang
wenggmubarkan kebethasilun BRIS  dalam (menciptakan
pertumbuhan dan pembelsfaran dengan keslapan Organlsasi dan
SDM, Teknologi Infonnasi <dan ata kelola

F.  Pendekatan Penetapan Dan Penilalan |odikator Pencapalan Kinerja
(IPK)

Pendekatan Penetapan dan Penllajan Indikator Pencapaian Kinerja
adalah mengukur dogkat keberhasilan BIJS  dengan pendekatan
schagad berikut:

Gambar 1 : Pendekatan Penetapan Dan Penllalan
Indikator Pencapalan Kinerja (IPK)

undanaan DUSN dan 8PS

Regulas:

+ Specific (Khusus)
« Measureable (Dapat Diukur)
+ Atainable (Capat Dicapal)
- m

(Dapet dipercaya/Diandalkan)
« Timefines (Terjadwal)

Pendekatan penetapan dan penilaian PR tdak tedepas dacl pecaturan
penuklsng-undangan yaug ferkail dengan [USN dan BPJS yong

www.peraturan.go.id



13 2017, No.563

melipun regulasi, sistem dan prosedur scbagael Impleneatast poda
BRUS, schagal dasar penetapan dan penilaian [(PK sesual dengan
REAT dan laporan tabunan dengan sistemn penilalan balanced score
card yang meliputl perspektifl pelanggan, keuanpgan, proses ntemeal
dan pertmnbubian dan pembelajaras,

Untuk clektifivas penilaian IPK mengacu kepada  Specific (Khusus),
Measurable (Dapat Dinkur), Atmiuable [Dapat Dicapai), Reliable
(Capat dipercayi/ Disndalien) dan Thinelines (Tejadwall

G Penetapan dan Pesilaian Iodikator Pencapaian Kinega (IPK)

1. Pencrapan [IPK
Penyusunan Indilkkstor Pencapaian Kinega [IPK) BPYS oleh Direksi
dan Dewan Pengawas dilakukan berdasarkan sasaran strategis
dan rencana kenja dan angggaran talnnan dengan skema sebagal
berikut:

Job Deseription IPE KOLEGIAL Job Deserigton
Direksi Unit Kerja

* ’ B

mmuuwnJ PKNBSC [ RKA Unit Kesja '

IPK dividual Kontrak Manajernen IPX Kepats
Direhsl Penetagan IPX Unit Kerja

www.peraturan.go.id
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Peremmpan [ndikaor Peniladan Kinega  dilakoksn  berdasarkan
sasaran stralegs, Roewsna Kerjs dan Anggaras Tabunan (REAT)
dan Job Desorption Diveksl yang dapal dilakokan penuroman
kepada TPK Divektorar dan Vinit Kerja,

Penilatan TPK Direksi dalam panbahasan ind adalal) posisi Direksi
yang bortsnggung jawab secara kolegial sesual dengan tngkat
késehatan kuaogan dan koolsk masajemen yang ditetapkan
sebelumnya vaitn pada ssal peoelapan RKAT BPIS

2. Penilalan [PK
Penilaian IPK  dilaksanakan setelah BRIS  disuadit oleh Kantor
AKuntan Publik atas laporan evaluasi Rinerja pengelobaain progsm
dan keuvangan BPJS, untuk selanjutnya dilakukan penildan oleh
Dewan Jounioesn Nasional denggen skema sebagal berikut:

Gambar : 3 Penilalan IPK

(szmn Pangelctaan N

Program/ Tahunan
- Pendahuluan

- Aspek
Kelembaqaan
- Aspek
4 \ Penyelenggaraan )

[ Pemlaian IPK oleh
DIsK

"

Unituk memenuhl tngkal kehandalan (reliabliity) Penlladan PK
RPIS berdasarkan laporan pengelolaan progeam yang didalamnys
termosuk Japoran keuongan den laporan Kinogge ysaog  telab
diaudit oleh Kantor Akuntan Publlk serta laporan pendukung
lainnya sesual dengan hasll assessmenr oleh plhak independen.

Berdasarkan  bal  tersebut Direksl  dan Dewan  Pengawas
menyanpuilan laporan pengelolaan program leomasuk

www.peraturan.go.id
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didalamnys peniladan kioegp kepada DJSN untok mendapaikan
penetapa lebih lanjut,

Faktor yang Diperhatikan dalam Penetapan dan Peallaian Tiogkas
Resehatai Keangan

| Faktor-faktor yang diperbatikan dalam penctapan dan penilaian

tingkat kesehatan kevangan.

1) Menctapkan Aspek Penllalan yang mewakill terhadap selurub
kinecia keuangan BRJS

2] Menetapkan besarnya bobot antuk mesing-masitg  indileator
derngan memperhatikan asas dan prinsip Sistem Jaminan Soskal
Nasional

J) Menetapkan target sesoai dengan REAT, dan dalem hal tidak
secara tersurat dalam RKAT dapat merujuk kepada sasaran
siraregis BRJS alau dokumeon lainnya,

4) Batasan perhituogan uidad akbic demgan maksimal 120% dan
el 0%,

5) Menetaplan realisasi mesing-masing  indieator Derdase o
laporan audit dan/amu mpoian basil dad pihak independest.

6) Dakan hal penilaian tingkat kesehalan keuangan teial diaudii
alelh Kantor Akuntan Pablik, peranan DJSN melukakan peer
review terfiadap tingkat keschiatan keusangsn.

2. Fakwr-Gakuwor vang dipertanikan dakm pepetsspan dan penikdan

Tadiaktor Pencapaian Kinerja.

1) Menetapkan Aspek Penilaian yang mewakili terbadap solunh
perspekil Kinerfa BPJS vang mellputd perspekil Kensngian,
perspektf pemangku  kepeatingan, perspektif proses intemal
dan perspeltil pertumbuban dan pembelajaran.

2) Menetapkan besarnya bobot uotuk masing-masing Indikaror
dengan memperharikan asas dan Prdosip Sistem Jaminan Sosial
Nasional,

J) Menetapkan besarnya sub bobot untuk wasing-masing sub
indilkutor.

www.peraturan.go.id
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4) Menctapkan target sesuw dengan BRAT, dan dalam Lal tidak
secard Tersuest dalan RKAT dapar merujuk kepada sasasan
strategis RPJS atan dokimen lainmya.

1) Direksi dap Dewan Pengawas menyampalkan konsep peactapan
indikator pencapaian kinerja kepada DJISN untuk ditclapkan
lebih Bnjut

6) Batasan perhitungan oilai akhiv deogan meaksimal 120% dan
mirimal (%,

7) Menetapkan reallsas] masing-masing Indikator berdasarkan
laporan andit dan/atan laporan hasil dad pihalk independen.

§) Dadam Tl penilaian indikator pencapainan kinega telah diandit
oleh Kantor Akuntan Publik, perapan DJSN melakukan peer
review terhadap penilaian indikator pencapaian kinerja,

I.  Penetapan Bobot
1 Dasar Pertimbangan

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 9 Undang-Uislang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 2 dan
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Taliog 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, asas dan prinsip Sistem Jaminan
Sosial Nasional meliputi hal-hal sebagai herikut:

1) Asas
g, Kemanusigan, berkaitan dengan  penghargaan  techadap
A talsL manusia.
b, Manfaat, merupakan asas yvang  bersifat | operasional
menggambarkan pengelolasn yang efisien dan efektif.
€. Keadllan Sosial Hagl Selurul Rakval Indonesia, merapakian
asas vang bersifar jdiil

2) Prinsip
o Regorongrovongan, adalah prinsip  kebersamaan  ancar
peserts dabon menanggue beban Diaya jewinan sosial,
vagg  dlwujudkan  dengan  Kewajiban  sedap  peserta
membayar jusan sesual deoagan tinglat gajl, upaly, abaa
penghasilannye,
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b, Nirlaba, sdalall  prinsip pengelolaan usalia vaog
menguizunakan  penggunean  hasil  pengenbangan  dans
mrink aremberikan manfat sebesar-besarnya bagl seluomh
peserta,

¢ Keterbukesan, adalaly priosip wempenmodaly akses informasi
vang lengkay, benar, dan jelas bagi setiap poserta,

d, Keltatl-hatian, adaloh prinsp  pengelolaan dana  sccar
cermnal, telit, aman, dan tertib,

e Akuntablitas, adalah prinslp pelaksansan program dan
peogelolaan kéunangan yang akurmar  dan dapat
dipertanggungiamwalilcarn,

L Portabiiitas, adalah prinsip memberikan jamisEn  vang
berleelanjuan meskipun peserta berpindaly pekerjaan alau
tempat toggal dalam wilayvah Negao Kesatuan Republik
Indonesia.

g Kepeseriaan  bersifat wajib, adalall  prnsip  yang
mwengharuskan seluruly pemddudak wenjad! peserta Foniuang
sosial, vang dilaksanakan secara bertahap,

h. Dapa  Amuanat, adaleh  balwa  Juran den hasil
pengembangannys merupakan deanas Gtipon dafi peserta
unk  digunakan  sebesar-besamyva  bagi | kepentingan
peserta jaminan sosial

i Hasil Peogelolaan Dana Jaminan Sosial digunakan amtuk
pengembangan  program dan schesar-besarnya untuk

kepentnga pesens.

2. Simulasi Penctapan Bobot Tingkat Keschatan Kenangan Schagai
Dampak Darnt Pemenulian Asas dan Prinsip SJSN Untuk BIJS
Kesehatan dan BRIS Ketenagaukerjaan

a. Berdasarkan asas dan prinsip sesual depgan Undang-Undang
Sisremn  Jaminan  Sosial  Nesional, dilakulom  siooalasi
penetgpan bobol sehagal dempak dard pemenuban asas dan
privsip terlamdap Indikawor Tingkat Kesebatan Keuangan Laik
BPJS Xeselmtan  msupun BRIS  Ketenagaledaan
sehagaimana dakam bel | berileuat:
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Tabel 1
Penetapan Bobot Tingkat Kesehatan Keuangan
Pemenuhan Sub Total Dampak Bobot
Indikator s P Tinggl Sedang | Rendah BPJS m
8-7 34 1-2 Kes, KK
b c d e f g h i
Retim Manfaat | Kehati-hatian 3 12 12
Q1 Assel AKunabilitas
Fermumbu | Manfaat | Kehat-Fagan
Lan Agot AKuntabilitas 3 12 12
Bersih
Likuiditas | Manfaat | Nbdaba
Kehath-Fatian R 17 17
Akunmabilitas
Solvabilis | Momfoat | Niskaba
as Kehatt-hattan 4 1 17
AKuntabilitas
Vield On | Manfual | Nirkba T
Investmen Kehati-hatian
‘e Aﬂ:':’::: 8 ot | a1
Hasil
Pengelolaan
Deban Manfaat | Niraba
Operasian Kehati-hatian
al Alcuruabilitas
wrhadap Dana Amanat
—— i ) 21 21
an Pengelolasnn
Operasion
al
TOTAL DAMPAK 24 100 100

b, Penjelasan Venglsian Tabel
a) di isi nomwor unut.
b di isi dikator terpililn

www.peraturan.go.id




1o. 2017, No.563

¢) diish pemennhan asas SJ8N,

d] di isi pemnenohan pripsip SJSN.

e) dl is jumlah dampalk tinggl stas pemenulun asas dan
prinsip, dengan meonjumiabkan kalom ¢ dan d,

M) i isi jumlal dampak sedang ams pemenuban asas dan
pringip, dengan menjumiahkan kolom o dan d,

g di isi jumbah dampak reodal atas pemenuban asas dan
prinsip, dengan menjumlabiot kolom ¢ dan d.

13} dl 1sl penetapan bobot untuk BPJS untuk masing-masing
indikator dengan menghitung secama pmoporsional sub
total dampak alas aeas dan prinsip ook masing-usssing
indikator  lerhadap  total  dampak, dengan  contol
perhitungan sebagal berikuy

« [enirn on aset
Ty

3/24%100% =
12

X 100%
Total Dapak

o Yield on invesuacar

Sub Total Dampak |5/ 24x100% =
A 100%:
Totsl Dampak ' 21

i Perbitungan Bobot Tingkat Keschatan Keuangan BIRJS
socam keseluruban adalals sobagai beriloat:

Tabal 2
Perhitungan Bobol Tingkat Kesehatan Keuangan BPJS

' SubTotal  Hasil |  Bobot

No Indikator
Dampak Perhitungan | (Pembulatan)
1 | Retun O Asset 3 12,00 12
bul

5 Pertumbuhizn 3 12,50 19

Asclt Bersih
3 | Likuklitas 4 16,67 17
4 | Selvabilitas 1 16,67 17
3 | Yield On 5 20,83 21
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Investment (%)

Beban
Operasional
6 | terhadap
Pendapatan
Operasional

o

100,00

21

100

3. Simulasi Penctapan Bobot hixlikalor Pencapsian  Kinerja  [1PK)
Schagai Dampak Dari Pemenuban Asas dan Pronsip SISN Untuk
BPJS Kesehaun

1) Bewplasarkan asas dan prinsip sesuai dengan Undang-Undang
Sistem Jaminan Sosial Naslonal dilakukan simulasi penctapan
bobot sebagai dampak dari pemennban asas dan prinsip
terbadap Indikstor Pencapaian Kinegia {IPK) BRIS Kesehatan
sehagal berikut:

Tabel 3

Penetapan Bobot IPK BPJS Keschatan

Pemenuban Sub Total Dampak Bobot |
No Indikator e Prineip Tinggi Sedang Rendab
57 34 1.2

a b i C d ° f € - h
A. Perspektif Pelanggan ‘
I, [ Tercapainyn Manfaat | Kepgotong-ro

peranbalan yongan

kepesertaan 2 2,89

pemberi  kerja

Loy
2. | Tercaywminya Kemany | Kepolongroyo

P balun sl ngan

powria Manfual | Portabilitas 6 8,69

penerima upah | Keadilan | Kepesertaan

T Sosial bersitat wajlb
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3. |Menlogkatnya | Manfaal | Akuntabilitas
Jumiah Portabilitas
1,35
Kerjasama
dengan Faskes
4. Merselesaloya Manfaar | Akuntabilitas
pemluyaran Portabilites 4,95
tagihan Rumah
Sakit
5. | Meningkatkan | Manfaat | Kewerbukaan
Poitensl  Akses Alkuntahilitas 580
terhadap FRIT Portabilitas
PSS Keterbukaan
6. ¥R Manfaat | Akuntabilitas 5,80
|
7. | Tercsjsdinya Manfuar | Nirlaba
Rasio Klan Kehati-hatan
Akimtabilitas 8,70
Portabilitas
Dana Amanal
8. | Mercapainya Manfaat | Keterbukaan
Uit Pelayanen | Keadilaa | Akumtabilitaes 7,25
BrJS Sosial Port
9, | Tingkat - Akuntabiliteas
Kepuasan Keterbukaan 2 2,80
Feserta
10, | Tingkat Manfmal | Keterbukaan
mmun Akuntabilitas 4,35
Penggne
Pelayanan
11 Terdapatnya Kemanu | Reterbukaan
Penyclesaian slawn
Fengad aan/ Keadilan 1,35
keluhan Sosial
masvarakal
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erhadap BRJS
12 | Terdapatnya Kemanu | Keterbukaar
Fenyelesaian slaan
Pefigaduan Keadilan
keluban Sosial 4,35
masvarakat
terhadap
FASKES
Sub Total B 63,78
s ,-._?_-_A.J___A
13, | Tercapainya Manfaat | Nirdaba
Skor  Tingkat  Keadilan | Kehati-hatan
Keschatan Bosial Akimrabilitas
Dana Amasial N8
Hasil
Pengelolaun
14, | Tercapainyva Manfaat | Keterbukaan
Opini Auditor Kehatin- 5,80
hatian
Akuntabilitas
Sub Total A 15,94
C. Perspektif Proses Internal
13. | Ketepatan - Akuntabilitas
wakin
persetijuan y YA
REKAT oleh
Dewau
Fengawas
16. | Ketepatan - Akuntabilitas
walkiu
penerhitan 1 145
laporan
keuangan audit
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walktu publikasi Akuntabilitas

18, | Kehandalan = hebmtl-hatan

(pemadanan 1 1,45

dukeapil/ yang
ada daty

Sub Total C 7.24

D. Pertumbuban dan Pembelajaran

19. | Produkrivitas - Kepesertaan

A "y L 1,45

20, | ndeks - AKuntabilitas
kepuasan 1 1,45

21, Tercapuinya IT . - | Akuntabilitas

22. | Progress - Akuntabilitas
Oromasi 1 145

23 | Tercapainya - Keterbhikaan
Skor Good Akumabilivas

(GGG)

24, Tercapainya - Akuntahilitas

ey hewd 1 145

Risiko
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25, |lercapainga | - Akuntabilitas
Tingkat
1 1,45

Pengendalian
ntern

20, | Tingka!  Lanjut - Akuntabilitas
Hasll 1 1,45

Sub Total D 13,04
TOTAL 69 100

2) Penjelasan Penvgisian Tabel

di isi nemor nrut.

o s Indikator terpilih,

di 181 peroenuban asas SJSN,

di isi pementilan prinsip SJSN.

di s jumlab dampok tinggi atas pemenuban ases dan

prinsip, dengan menjumbahlkn kolom ¢ dan d.

£ di is jumlah dampak sedang atas pemenuhan asas dan
pritssip, derggn menjumbabkan kolom o dan .

g di isl jumlsh dampak rendah awas pemenulun asas dao
prinsip, dengan menjumiahkan kolom c dan 4,

Do dl st penetapan hobet unfuk BRJIS Kesehatan untok
masiog masing Indikator dengan menghiting  secara
proporsional atas sub total dampak atas asas doan prinsip
untuk masipg-masing  ndikator ferbadap  otal dampak,
dengan contol perlitingan sebagad berlku:

Ao EFp

o Tercapatnya pensmbahan kepesertasn pemberi kerfe baro

Sub Total Dawmpal — 2/69%100% -
Total Dampak 280
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Sub Total Dampal
X 100%
Total Dawmpak

5/69%100%
725

L pechitungan Bobol (PFK BAJS Keschiatan secarm keseluruhan
adalal sebagimana dalan tabel 4 berikal

Tabel 4
Perhitungan Bobot IPK BPJS Kesehatan
| Sub Hasil
No Indikator woinl
Dampak | Perhitungan
Tercapa pensam bahan
: N s 2 2,89
kepesertaan pemberd kerja baru
T bahan
5 | ercapalnys penam " 860
peserta peneria upah bar
| Meningkatniya Jumiah
. 3 4,35
- Kerjasamea dengan Faskes
4 %’l'emclceainya Pembayzran 3 4,25
Ctagitan Bumah Sakil
|
5 Meningkatkan  Potenst  Akses P 5.80
terhiadap FRTP
2 ‘ Memugkatkan Potenst  Akses 2 580
| Rawsal Inap Runah Sakit
7. ;‘l‘exwpa.lnya Rasio Klajm o 8,70
Mercapaluyn  Unit  Pelayanan
Tercapaluyn  Uni Laayansan i 7.35
BRIS
9. Tingkat Kepuasan Peserta 2 2,89
: A O — .1,
Mingkat Penusu
0. Kepuasan niét 3 435
| Pelavanan
Ll f“'i'el.tlapatmrs Penyelesaian
| Pengaduan/ leelulian & 1,85
masyarakal lerhadap BPJS
12 Merdaparnya Fenyelesaian
Pengaduan keluban masyarakar 3 4,35
terhadap FASKES
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il B ol 10,14
‘il(mclnmn .

14. | Tercapainya Opini Auditor 1 5,80

15. ‘Mtcpamn wakiu  persemijuan : e
| KKAT oleh Dewan Pengawas

16. iKc:lq»mm wakiu  penerbitan ( .45
poran keuaogan aodit

17. 'ls‘ctcpntnn waktu  publikasi 2 2.89
jlapm:m laluman

18.  Kehandalan Database Pesersa
(KD) (pemadanan data dengan i 1,43
dukeapily yang sdn date

19. | Produktivitas pegawal 1 1,45

20.  Indeks kepussan pogawai | 1,43

21 Tercapaiuys I Readiness : 48
iwatmitslxwl)

22, Progress Otomasl Prosess Bisnis [ 1,45

23 i"l.‘cmapdhya Skar Qood " 290
- Goverment Governance (GGG)

24. T}Tczmuainya matusty  lovel 1 =
- Manajemnen Risiko

25. E'l‘ewwulmramlgm Kebandaban ( 148
Sistem Pengendalian Intern

mT’nngkm Laujut Fasil . fidlh
ingawamn
| TOTAL DAMPAK 69 100,00

Simulasi Penetapan Bolor Indikator Pencapsian Kinerja  [IPK)
Sebagal Dampak Dari Pemeculsan Asas Gan PAosip SJSN Untek

RIS Ketenagakeriaan

1) Bendasarkan asas dan prinsip sesual dengan Undang Undang
Sistem Jaminan Sosial Nasional dilakukan simmlasl penetapan
bobot schagal dawpak dad pemepoban  asas dan prinsip

terbadap  Indikalor  Pencapaian  Rinerfa  (1PK)

Retenagakesjaan sebagui besikul:

RIS
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Tabel 5
Penetapan Bobot IPK BPJS Ketenagakerjaan
Pemenuhan Sub Total Dampak Bobot
No Indikator Tinggi Sedang Rendab
- sy 57 3-4 1.2
a b c d - £ g h
1. | Tercapainyva Manizal | Kegolongrovo
penambalian ng-an - 328
kepesertaan
perusahnan bar
2, | Tercapainys Kemanusi | Kegotongrovo
pesambalian aan ng-an
Kepeseriaan Manfast | Poriabilitas G 9,69
tenEga kerje | Keadilan | Kepesertaan
bearsi Sosial | bersillat wajib
3. | Meningkatnya Manfzal | Kelmti-hatian
proses Akuntabilivas q 645
penyelesalan Portalilitas
JHAT
4. | Meninghatmymn Manfaat | Kehati-hatian
proses Akuntabilitas » ..
penyelesaian Portabllitas
JRM
3 | Meningkatnya Manfeal | Kehati-hatian
vmm AN 3 6,45
peryelosatnn Portabilitas
JEK
6. | Meninglstnyn Manfsat | Kehati-hatian
proses Akuntanlitas A 6,45
penyelesaian JP Portabilias
7. | Meningkatnya Mann | Akunrabilivas
m Portabilitas 3 494
penyelesaian
Kartu Peserta
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8. | Tercapaluya Unit | Manlsa | Keterbukasn
Pelayanan BAIS | Keadilan | Akuntabilitas 8,06
Sosial | Porsbilitas
9. | Tingrat - Akuntabilitas
kepasan Keterbkasan 4 Ag
peserta
10 | Terdapatnya. Kemanusi | Keterbukaan
Peryelesaian aan o
keluban-keluhan | Keadilan
masysrakat Sosial
Sub Total A 59,70
B. Perspektif Kenangan
11. | Tercapatays Muanlzat | Nirlaba
Skor Tingkat | Keadilan | Kehati-hatian
Kesehutan Sosial | Akuntabilitas 11,20
Keuangan Dana Ameanat
Hasil
Pengslolann
12. | Tercapainys Manfeat | Keterbukaan
Opini Auditor Kehuatia- i
hatisn
Akuntabilitas
Sub Total B 17,74
C. Perspektif Proses Internal
Ketopatan wakm - Akuntabilitas
e 1| e
REAT olelt
Dewsan Pengawas
Ketepatan wakiu - Akuntabilitas
1%, [ s 1 1,61
lapotan
kevangan audit
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Akuntahbilitas
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2 3,23

1 1,61

8,06

1 1,61

19.

Indeks kepuasan

- -y —— o~ - ..".
Restlness Level

1 1,61

1 1,61

Otomasi Prosess

Akuntabilitas

2L

Aknntahilitas

Akuntatulitas

1 1,61

23

Akuntabilitas

1 1,61
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24. | Tingkar  Lanjur - Aluntabilivas
Hasil 1 1,61
Pengauwasan

Sub Total D 14,50

2) Perjelasan Pengisian Tabel

o

a g o

di isl pomer urul,

di isi indikator terpilih,

di isi pemermihan asas SISN.
Al st pemernulan prinsip SJ8N.

di isi jumlah dampak tinggi atas pemenuban asas dan
prinsip, dengan menjumlahkan kolom ¢ dan d,

di isl Jumlah dampak sedang dtas pemenulian ssas dan
prinsip, dengan menjumlahkan koloms ¢ dean d.

di isi jumlah dampak reodal dtas pemenubmn sy dao
prigsip, dengan menjinnkahkan kolom ¢ dan d,

dl sl penctapan bobol untok (K BRIS Ketenegakerjasan
untuk masing-masing indikator dengan menghitung secars
proporsioual atas sub fotal dampale atas asas den poosip
unmk masing-masing Indikator terhadap total dampak,
dengan contoh perhitungan scbagai berikat

* Meningkamya proses penvelesaian JUT

| Sub Totsl Dampak 4/62x100% =
X 100%
Total Dampalk 6,45

¢ Tercapsinga Skor Tingkat Keschatan Kenangan

Sub Total Dampak
X 100%
Total Dampak

7 /62x100%
11.29

pechitingan  Bobot IPK HEIS Ketenagakerjaan  secara
keselurutan adaldl sebagaimana dalam mbel 6 berikut:
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Perhitungan Bobot IPK BPJS Ketencgakerjuan

Sub Total  Hasil

No Indikator |
Dampak ; Perhitungan l,
. | Tercapainya penambaban Kepeseriaan g | -
perusalusan bary
2. | Tocapsinva penambulen kepesertaun 6 049
lenags kegja barm ‘
3. | Meningkatnya proses penyelesalan JHT Bl 6,45 |
4. | Meningkatuya proses penyclesaian JKM 1 645 |
9. | Meningkatnya proses penyelesatan JIKK 14 645 j
6. | Meuingkatnya proses penyclessaian JI Kl T 645 |
7. | Meningkatnya proses  penvelesaian | "3“ - 4.8; —f
karta Poserta
& | Tercapainya Unit Pelayanan HPJS 5 806 T
9. | Tingkdt kepudsan peseria 2 3,23 }
10. | Tewdapwtoys  Penyelesaian  keluhan- 2 A4 |
keluban masyarakat '
11. |Tercopainya Skor Tingkat Keselwtn = e *
Keisrigan :
12. | Tercapainyva Opini Auditor 9 6435 1
14, | Retepatan  wEkin  porsciujusn  KKAT { 141
oleh Dewan Pengawas ; l
14, | Kewepatan wakw penerbitan lsporan ; |
ko At 1 | 141
15. | Ketepatan  waktu  publikgst  laporan '
2 3,23
tahizan ‘
16, | Kehandalan Database Peserta (KD) I | 16l ‘
17. | Produktivitas pegawni 1 y 161
18, | Indeks kepuasan pegawai T | 18 |
15. | Tercapeinya IT Readness Lovel L 1l 1
20, | Progress Otomasi Prosess Bisnls | [ 1651 |
21, | Torcapainya Skor  Good  Qoverment 2 ‘ 323

Covernanee (GO0)
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22, | Tercapainya maturity level Manajemen

Sl I 1ol |
23. | Tercapainya Tingkat  Kebanclalan . 151 |
Sistew Pengendalian Intern
24, | Tinghkat Lanjut Hasil Pengawasan 1 151
TOTAL DAMPAK 62 100

3. Kesimpulan Penetapan Bobot IPK

Teriadl perbedaan bobot untuk masing-masing perspektl HBPEJS
Kesehatan dan BPJS Kelensgakerjaan, vang disebabkan eoleh
perbedasn jumiah ndikator dan dam palaya erhadap pemnenuhan
asas dan prnsip STSN sesual dengan wmbel sehagad berikut:

Tabel 7
Kestmpulan Peactapan Bohot

Indikator Dampak Bobot
No  Porspektif | BPJS | BPJS  BPJS | BPJS | BPJS | BPUS
Kes | KK | Kes KK Kes KK
1 | Pelanggan 12 10 4 37 03,78 | 59,70
Keuangsn 1 1 BM | 1774
Proses Internal 4 5 5 704 | 806
| s, s 8 9 9 15,08 | 14,50

Pembelajaran

Total 26 24 69 62 100 100

Penjelasan Perbetdaan Bobot
Bardasarkan  tabel tersebut diatas  terdapat  pebedann  bobot
masing-maging perspekiil antaras BRIS Keschatan dengun BRIS

Ketenagakerjaan sebagai bestkut:

Perbelaun Bobot antara kedua BRJS  dipengarulyl oleh jumiah
indikator untuk masing-masing  perspektif  (khusus  unwk
perpektil pelanggan) yvang herpengarill kepada ol dampak (total
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dumpak BPJIS Kesehatan 69, sodangkan ol dampak BPJIS
Ketenagakerjaan 62) sehingga sinulasi untuk masing-mpasing
perspektilf menyebabkan tesjadinys perberdaan hobot

Situlasi Peaeiapan dan Pendlaian Tingkal Kesehatan Keuatgan dan
Indikator Peneapaian Kinefa B1US Kesehatan

Unituk melkalkan penilaian terhiadap kinegja BPIS Kesebatan perlu
oleh Menteri Keuangan dan Indikator Pencapaian Kinerja yang
ditetaplkan oleh Dewsn Jaminan Sosial Nasional sehinggs dapat

mengukar fingkat keberhasilan penpelola HPJS yang pada gilitaninys
dapat digunakan sebagal dasar untuk pemberkan nsendf

1. Pesetapan Tingkat Kesehatan Keuangan

Tabel 8
Penetapan Tingkat Kesehatan Kevangan BPJS Keschatan
No. Aspek Penilaian Formula Satuan | Bobot |
1 | Return On Asset Sumplus Hasil Usabia
Rats-1ata Total Aset » a
2 | Pertumbubean Asel | Asel Bersih Tubun Boridan ’
Hersih —Aset Bersih Tahun Lalu % 10
As=t Bersih Tahun Lalu
2 | Likuidilas Ascl Lancar 5% 15
Fhutang Leawsr
4 Solvabilitas Llsuites %% %
Iog
Viwld On Hasil Investasi Netto
mvesmment {'%) Rata-rala lnvestas! Neto » e
Hebasn Operasional Beban Operasional
wrhadap Pendapatan Usabis + Hasil % %
Pendapatin Investasi
Operasions]
TOTAL 100
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Untuk indikator nomor 1 sampal dengan nomor 5 berfaku wntuk aset BRJS
dan DJS dengan komposisi bebol 30% dan 70%, sedangkon terduk
mdikator nomor 6 honya berlaku untuk BRIS

2. Simulasi Perdlsian Tiogkat Kesehatan Ketumgan

Tabel 9
Simulasi Peniaian Tingkat Keschatan Kenangan BPJS Keschatan
1 I . Realisa
No. 5B Formula Satuan Bobot Target Kilad
Penilaian si
a b c d ° f £ h=g/fe
I Retuwn Ou o Surplus Hasil
Asset
Leabe % 10 2,55 3,51 12
Rawg-tam Towal
Aset

2 Pertumbnha | Aset Bersih Tahun |
n Asel | Berjakan — Asel

Hersih Bersihy Talwn Liadu %% 10 1,75 0 0
Aget Bersili Tahwn
L
L Hm A ™ 15 | 200 | 79089 | 18
ol s Likuie % 15 150 | 511,35 15
Hutang
5 |Visld On| Hasil lnvestasi
e Hotto % | 23 911 | 922 | 2530
(%) Rata-raty Invesuasi
Netto
& | Hebun Heban Operasional
Operasional | Pendapatan Usaba
terliadayp + Hasil Investasi 8 25 100 | 100 25
Pendapsan
 Operasional |
i TOTAL 100 08,30
| KLASIFIKASI SEHAT
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Tabel 10
Penetapan Indikator Pencapaian Kinerja BPJS Kesehatan
No. | Sasaran IPK Formula
Satuan Bobot
Strategis
1. | Perspektif Peserta
| | Efekifitas | Tercapainys Eealisas
Fengelola | penambahan Pepambanan Pembter]
Perusa
an kepesertaan Kerja By 2,90
Uperasion | pembeni keva | Target Penarubahan
al baru Pemberi Kerja
Tercapainya Eealisasi
penambahan Pepambahan Fesesta
' , Jiwa 870
peserta penerima | Target Penambahan
upah haru Peserta
Menimgkatma Jitnlah Kesjasania
Jumlah Yane Direalisasikan _
9% 4,35
Kerjasama Justlal Kegjasanis
dengan Faskes Yang Ditcigetkan
Terseicsainya Jumlali Tagiban
peimbayeara Liveslisasikan o% 2,18
togiban Rumahb | Jumlah Tagihean Yaoug
Sakit Diterima
Staslar had
pembayaran tagihan
Harl 2,18
Reataa-gala lsarl
veallsasi tagiluan
2 | Efekrifims | Meningkatkan Jumialy Peserva
Fengelola | Potens Aleses | Dokter Penul Walou Yo o880
an tertmdap FRTP
Laysvan | Meuingke tout sl Peserts
Poteasi  Alses Tempat Tidar
Rt 2,80
Rawat Inap
Rumah Sakit
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Tercapaluya Realisasi Blava
AR RN Pelasunan % 8,70
Realisazi Pebenimazn
luran
TIOS J —— Y 7,25
Pelayanan BRIS Realisasl
3 | Penioglat | Tingkat Hasil Survey T
an Kepuasan Aepuasan Prserte
Keptasan = Peserta (iswrvey popuiasi di Skor 2,90
Peserta Kantor BPJS dan
PASKES)
T Hasi! Survey
S Pengguna Pelayanan % 4,85
m |di FASKES)
Pelayanan
Tinghkast
Penyelesatan Junilah Pengiiuan
Pengaduan/keln vane disclespkan % 4,35
D rsdasyatakal | Juanlal Peogaduan
mengenel yvang masuk
layanan BPRIS
Tkt
Penyelesaian Jluplah Pepeaduan
Pengaduan/keln | yapg disclesalkan 4,35
ln  wasyarakar | Jumdah Pengaduan
mengenal vang masuk
lavanan FASKES
IL | Perspektif Revangan
Efektifias | Tercapsainya Realisast Skor Skor 10,14
Fengelola | Skor  Tingkst| Tiogkat Keschatan
ET Keschotan Bovangian
Keuangan | Keuangan Target Skor Tingkar
Kesehatan Kenangan |
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Tercapainya Opini auditor Opini | 580
Opini Audiror Independen
WM 100
Wik: 80
Disclaimers /No Opinl :
30
‘Sub Total Perspektif Keuangan 15,93
i, | Perspektif Proses Internal
|1 |Akuntabilit | Ketepatan waktn | Paling lanbat tanggal | Bulan | 1,45
a5 persotajuan 41 Dktober
Pengelolaa | RIKAT aleh  Diterima Sebelum
n Dewan Pengawas : Bulan Oktoben: 5
Diterime Pada Dulas
Okmober 3
Diterima Setelah
Balan Oktober: O
Ketlepatan waktu  Paling lsmbat tanggnl = Bulan 1,45
penerbitian 20 Jund
kapocan Diterima Sebehum
konangan audit Bulan Juni: 3
Diterimis Pada Hiulan
Juni: 3
Diterima Setelah
‘ Fulan Junk: O
Ketepatan waktu = Paling lanbat tanggnl
publikasi 21 Jull
laporan mhunan Diterima Schehum
Buls Juli; 5
Bulan | 290
Diterimes Pada Buluan
Juli: 3
Diterima Setelah
Bulan Juli: 0
| Keandakan | Data peserta vang
Database Pesctt | leagkap £ 145
(IKD) {pemadanan % [Keseluruhan data
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data dengan | Peseria
dukecapilf yang
ada data)
Sub Total Perspektif Proses Internal 7,24
IV, | Pertumbuban dan Pembelajaran
1 | Meningkat  Produkliviles | Juwmdal Peserta :
Jumiah | 1,40
kit pegawai Jumlab Karyawan
produktivit | Indeks kepuasan | Hasil survey % LAS
as SDM pogawsal engagement pogawal
2 | Meningkar |Tercapamya IT Reallsas!
fon Readiness Tasget Skor 1,45
Utilisasi (Maturity Level)
Teknologi | Progress Junalab Qtomasg
nformasi | Otomasi Prosess EProses Disnls
Bisnis disclesatkan % 1,45
Target Olomasi
Proses Bisnis
3 | Meningkat | Tercapaiya Bealisasi Skor GO
K Skor God  Target Skot GGG
Kapahilitas  Goverment Skar 2,90
Organisasi | Governance
(GGG
Tercapainya Bealisasi
At level Tasget p— 45
Manajemen
Risiko
“Tercapaiiya
Tingkat
:mﬂm _rm:ﬂ‘ Skor 1,45
Pengendalian
mtern
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Tingkat  Lanjut  Hasil Peogawasan =
Hasll Pengawasan | disclesatian |-
Jumlah Rekomendasi
Sub Total Pertumbuhan dan Pembelajaran 13,04
Total 100
Klasifikasi Penilaian IPK
4. Simulasi Penilaian Indikator Pencapalan Kineria
Tabel 11
Simulasi Penilalan IPK BPJS Kesehatan
Sasar
an Satu Targ Realis
A IPK Formula Bobot Nilal
Strate an et | asi
o
b c d e ¥ '3 h i
o
P v
Efekif [Tercapainya = Realisusi | Peru |
itas penanbaban - Venmbahan | saba
Pengel | kepesertaam | Pemberi Kerja | an 2,90 100 2000 | 1.8
olann | pemberi kevja Target 0
Opera | barn Pengsmbahan
sional - Pemberi Kerja
Tercapainya Healisas! Jiwa
penambatiin | Penamnbahag 517
o . 8,70 | 016G R 0,38
pencring Target P 09
upal baru Penambahan
Peserta
Meningkatiy Jumial 714
a Jumlsh Kerjssama % | 4,35 C | 8780 | 522
Kerjasanm Yaug ¢
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% 2,18 100 | 100 | 2,18

Hagd | 2,18 15 15 2,18

i e | Dome Pl | o | smo [ ™% | 2284 | 2m
olaan | terhadap Waktu ‘ 0

Layan | FRTP

an

Menipghaitka | Jumish
0 Poessl | Pesena
Akses Rawal | TempstTidur | 9% | 580 | 100 100 | 580

loap Rumab

Sakit

Tercapainyn | Bealisani

Raslo [Klaim Blava
Pelayanan % | 870 | s 108,1 651
Realisam G
Peneimazn
[uran
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Tercapaliyve
Uni
nit Tanget % | 7.0 0,00 0,000 o
Pelayaman Realisasi 019 13
BRJS :
Penin | Tingkal - Hasil Survey
ghatn | Kepussan RKepissan
n Peserta Peserta
Kepua ({srrvey Skor | 289 | 88 TR0 | 268
san populast di
Pesert Kantor BPJS
a ldan FASKES)
Tigkal Husil Survey
Kepuasam Pengrun % 4,35 78 7590 | 423
Pengguna Pelayausn
Pelayanzn (i FASKES)
Tingkat el
Prenyelesaian
Pengaduan/k li!:nll» duas
cluluan s
ke diselesaikan “h 4,35 706 | 8,78 | 527
WS var F
AR v wmsuk
E
Terdapatuya
Penvelesaian
—— Jumiah
il Pengaduan
keluhan i %6 4,35 337 | 5,00 | 522
| ;_ 1 jt Pesarta
techadap
FASKES
Sub Total Perspektif Pelanggan 63,79 52,00
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II. Perspektif Kevangan
1 | Efcktifil |Tercapainya | Realisasi
as 8kor Skor Tingkat
PR [ Bembalad | e | 1004 | 95 | > | 1040
nian Kesehatan | Target Skor 30
Kenang Tiogkal
1" Keselatan
Tercapainya | Opini auditor
Opind Independen
Awditog WTM: 100 ont | i | wr &%
WDF: 80 M
Disclaimer /N
o Opini : 50
Sub Total Perspektif Keuangan 15,94 16,20
10, | Perspektil Proses Internal
1| Akuntab | Ketepatan | Paling Jambat
ilitas wakto tanggal 31
Pengrlol | persetujman Oktober
RAN KEAT oleh Diterima
Dewan Scbelum
Fengawas Bulan
Oktober: 5 Okto il
——, Bulan | 143 e | €00
Pada Bulan e
Oktober: 3
Diterima
Setelah
Bulan
Oktober: 0
hetepatan Paling Jambat
wakiu tanggal 30
P dwol | tan | 148 | guat || 1
laporan Diterima et
kenangan Sebelim
andit Bulan Juni:
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5
Diterima
Pada Bulan
Jund : d
Diterima
Setelab
Bulan Juni:
&)
Kelepaan Paling lambat
waktn tangeal 31
publikasi Juli
laporan Diterima
tahunan Sebelum
Bulan Juli: 5 i
— 289 | Juli Mei | 346
Pada Bulan
Jule 3
Direrima
Setelaly
Bulan Juli; ©
Keandslan
Dratahiese
Peserta (KD) ot 73,
(pemadanan 1AS 90 1,07
Sata denenn Keseluradan 22
dgta Pescrta
dokcapll/ya
g ada dats)
Sub Total Perspektif Proses Internal 7,24 6,28
V. | Pertumbuhan dan Pembelajaran
| Meningk | Pmdukiivita | Jumlal
e Beserts 17.1 | 25,
produlti Jumilah LAG 44 |oao 1,74
vitas Karyawan
SDM
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indeks Hasil survey i
kepuasan engagement % 145 | 72 -4 1,49

2 | Meningk | Tercapainya | Realisasi

atkan LN Target
Utilksasl | Readiness
Teknolo | (Matrity Skor | 145 | 3 | 3 | 145
i Level)
Informa
si
Progress durulal
OQloinasi Qiowasi
Prosess Lroses Bisnpis
Disuis disclesajkan = % | L4535 | 75 | 100 1,74
Target
Otomssi
Proses Bisnds
4 Meniogk | Tercapaioya | Reslisasi
Rapabill | Goverment | Target Skor 88,
s Gove i Skor | 2,89 | 83 o6 3,02
Organds | (CHG)
asi
Tercapainys | Reajisasi
maturiy Target
tevel Skoe | 1,45 | 2700 | 4 1,74
Manajemen
Risiko
Tercapaioys
Tingkat
Nehendalan | Rosleasl | e | 148 (290 | 3 | 136
Sistem Tamget
Pengendalia
n lntern
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Junkah
Rekomendasi
Tingkal Hasil 73,
Lanjut Hasyl | Pengawasan | % A5 | 100 = 1,06
Pengawasan | diselesailean
Jumbab
Rekomendasi
Sub Total Pertumbuhan dan Pembelajaran 13,04 13,60
Total 100 88,17
Klasifikasi Penllalan IPK B
Schat

Simulasi Penetapan dan Penilaian Tingkal Keschatin Kenungan dan
Indikator Peneapaian Kinerja BIAS Ketenagakerjaan

Untuk melakokan penilsian terhodap Kinerja BPJS Ketenagakerjaan
periu  dilakukan penilaian ‘Tingkat Keschatan Keuangan yuang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan [ndikator Pencapaian Kinerja
yang ditetapkan olely Dewan Jaminan Sosial Nasional sehinggan dapat
mengukur tingkat keberhasilan pengelola BUS vang pada gllivannya
dapat digunskan schagal dassr ontuk pemberian insenfit.

1. Sunulasi Penetapan Tiogkat Kesehalan Keuangan

Tabel 12
Simulasi Penetapan Tingkat Kesehatan BPJS Ketenagankerjaan
'No. Aspek Penilzian Formula Satuan Bobot
Y L b ° d g
| | Retarn On Asses | Surplys Hasil Usaha
% 0
Rata-rata Total Aset
2 | Permumbuban Aset Bersih Tabun
~Asct Bersih Berjalan - Aset Bersih
% 10
Tahun Lalu
' Aset Bersih Tahun Lala
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3 Likuidimas Asel Lanear
Fluraog Lacar " i
-4 Solvabilitas Ekultas
‘ Hite % L5
5 | Yield On | Hasil lnvestasi Netto
Investment {%) Rata-rata [nvestasi %o 26
MNeuo
6 | Beban - Bebup Operasional '
Operasional Pendapatan Usala +
rerhadap Hasil Investasi “ 25
Pendapatan
Operasional
TOTAL 100 ‘

Untuk mdikator nomor | sampa dengan nomaor S berlakae wntuk aset
BRIS dan DJS dengan kemposisi bobot 30% dan 70%, sedangkan
uretuek indikator nomor 6 hanya berlaku untuk BRIS,

2 Simulasi Penilaian Tingkat Keseharan Ketangan
Tabel 13
Simulasi Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan BPJS
Ketenegakerjaan
No. RS Formula mlm Target Realisasli Nilai |
Penilalan |
a b e d e f g h=g/fPe
1 Return  On Surplos
Asses Hasil
Usaha % 10 | 235 | 531 12,00
Rata-ain
Total Aset
2 |Permumbulian  Aset Bersih
Aset Bersih ‘g % 10 | 1,78 0 0
Bedalan-
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- Aset Bersih
Tahup Lalu
Aset Bersih
| Tahun Lalu
3 | Likuiditas Aset Lanecar
Hutang LS 15 | 200 900 18,00
Lanecar
o kouas % 15 150 500 18,00
Hutang
5 | Yie On  Hasil
Investment Investast
(%% Netto
Yo 25 @11 9,22 25,30
Rata-rats
Inyestasi
Netto
Beban Beban
Operasional  Operasionsl
Wetadsy, | Mrodanwen % | 25 | 9 80 21,05
Pendapatan Usaalus +
Operasional Hasil
- Investas]
TOTAL 100 94,35
ELASIFIEASI SEHAT
3. Penetapan Lodikator Penca paiait Kinerjo
Tabel 14
Simulasi Penetapan IPK BPJS Ketenagakerjaan
N Poacine PK Formula Satuan | Bobot
Strategis
a b c d e f
L  Perspektif Peserta
1| Bfekifiss | Tercapainya | Realisasi 00 | m'”
Pengelolsan | penambalian Persnnbalun S 3,23
Operasional | kepesertaan Perusabaan
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perussaliaan Target Pepsmbaban
baru Perusalmaan
Tercapainya Realizas)
penaanbahan | Penambahan TKegia
seluruh program
SN T. Kerja | 9,68
teosgs  kegje | Parget Penambalen
baru T. Kerja seluruh
[rograim
Efelintas | Meningkarnya Persentase Klaim
Pengelolsan | proses faminan sosial vg i s
Layensn | penyelesaian disclesaikan | '
JHT Klaim jatuly tem po
Meningkatnys Standar jam
m w Hanri 6,45
penyelesaian Rata-rata jam
JEM penyelesaian
Meningkatnys Standar jan
proses penvelesalan e 645
penyelesainn Rata-rata jam
JEK penyelesdian
Meningkatnya | Persentase Klaim
proses Jaminan sosial ve
% 5,43
penyelesaian diselesailan
Jp Klaim jatub tempo
Meningkatiga Stasrwdag jam
proses ponyelesaian Hat 484
penyelesakan Rata-tata jam
Kartu Pesceria penyelesaian
Tercapuinya Turger
Unit Realisasi :
9% 8,06
Pelayanan
RBPJS
Peningkatan | Tingkar Hasil Survey
[Kepaasan kepuasan Kepuasan Peserta Skor 323
Peserta peserta {survey populast di
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BRIs)
Terdapatnya Jumlsh keluhan
Penyelesaian ditindak Eanjuti
Kelulian Jumlah keluhan " s
Jeetulzam diterima
masyarakat Standar bari
penvelesaian
Ratg-rara hari hari 2,13
pengaduan
penyelesalan
Sub Total Perspektif Pelanggan 59,70
1L | Perspekilf Kenangan
I | Bfektifitas | Tercapainva Realisasi Skor
Pengelolean | Skor  Thogkat | T Keseliatan Y -
Keuvangsn | Keschatan Targel Skor Tingkat
Keuangat Kesehatun
Tercapuinys Opini anditor
Opigi Auditor mdepeaden
e Oplnd 6,95
WIM: BD
Disclaimer/ No Opini
160
Sub Total Perspektif Kenangan 17.74
III. | Pespektif Proses Internal S by
1 | Membangun [hetepatan | Pallng lambat [
kepatulyn | waki tanggal 41 OKtober
BRIS perse i jian Diterim Sebelum
dalam _RKAT oleli | Bulau Okwber: § pulan | 161
memenulid | Dewan Dietimn Pada Bulan
kepentingan | Pengawas Oktober: 4
siakehokder Diterima Seselah
s Bulan Oklober: 0
Ketepatan Paling Jam bat
walstu tanggal 30 Juni Bulan | 1,61
penerbitan Ditesima Sebelum
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laporan Bualan Junl: 3
keusngan Diterima Pada Bulan
sudit Juni: 2
Diterima Setelal
Bulan Juai: O
Puling lambat
31 Juli
s Dl:tﬁ Sebehun
walkil
prithlilessi RN Bulan | 3,22
Diterima Pada Bulan
Diterima Setelab
Bulan Juli: O
Ketasidakan Dega poserts yaug
et Reseluruhan data » Lo
Peserta (KD) Vi
Sub Total Perspektif Proses Internal 6,88
IV. | Pertumbuhan dan Pembelajaran
I | Meningkatk |Produksivitas | Jumiah Peserts " | vk
an pegawsi Jumlah Karyswsmn '
produktivita | Indeks Hasil survey
s SDM leepuasan cngagement pegawal % 1,61
pegsawai
2 | Meningkatk |Terespuinya IT Realisast
an Udilisnsd | Readiness Trrget Skor 1,61
Teknologh Level
[nforuasi Progress Jumlah Gtom
Otomasi Proses Rispis
Prosess Hisnls siselesaikean % 161
Target Memasi
Froses Bisais
3 | Meningkatk |Tercapainya Realisasi Skor GGG
A Skor Good |  Target Skor OGO Skor 3,23
Kapabllitas | Goverment
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Organisas) | Goverpance
dan  Tam | (GGG)
[Kelola
Tercapainva Realisasi
maturity level Larget
MY Skor | 1,61
Risiko
Tercapainys Bealisasi
Tingkat larget
Kehandalan
Rl Skor | 1,61
Pengendalian
Tamtern
Tingkar Lanjut Juwlah
Hasil Rekomendasi Hasil
Pengawasan Pengawssan - L6l
diselesalakan
Junlalh
Rekomendasi
Sub Total Pertumbuhan dan Pembelajaran 14,37
Total 100
Klasifikasl Penilalan IPK
4. Simulasi Penilaian Indikator Pencapaian Kineria
Tabel 15
Simulasi Penilaian IPK BPJS Ketenagakerjaan
F—— PK roradin | o | maver | amrget [Tl
Strategis an sasi |
b P d . f g b i=h/gt
Perspektif Peserta | ‘
Efckifitay | Tercapaioye | Reallsasl | *
Pengelola | penambaha | Penambshan el | 323 100,00 | 120 3g7
an 0 Perusahaan 0 423
Operssion | kepescrinan ‘Targel prsix \
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al perusalisan | Persunbaban
barn Perusalaan
Tercapainya Realisasi
peaambalia | Penambuhan
" T.Kerje
kepescriain scluruh 1a8
tehbgkedel R | T | g |[TRO0 ) oow| 7et
haru Targel | Keja L
Prenam balan
T. Kerja
selurah
program
2 | Elekiifitas | Mendugkastn | Persentase
Pengelola | va  proses klalm
an penyelesaia Jaminan
Lavanan | o JHT sosial yg B 6,45 100 100 6,45 |
disclesalkan
Klaim jatuh
teinpo
Meningkat | Standar jam
Yo feosen| mensmlemblan | o . | sa8 | @ a | Gas
penyelesain | Rata-maw jam
n JKM penyelesiian
Mepingkatn | Standar jam
P e m Hatd | 645 2 ? 6A5
penvelesaia | Rata-rata jawm
nJEK penyelesaian
‘Meningkatn | Persentase
¥R proses klaim
penvelesals | jaminan |
nJp sostal v % | 645 | 100 | 100 | 635
diselesaikan
Klaim fatsh
tempo
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Sl ,
m‘“""“m"’; Standar fam
penyelesaia m"_&mﬂh e Hard | 4,84 7 7 4,85
n Kartu
—— penvelesajan
Tercapainya
e g % | 8,06 o | 100 | 8,06
Pelayanan Realtsas]
BRIS
Penlogkar | Tingkat Hasil Survey
“n Kepuasan Kepuasan
Kepuasan | pesesta Pesetta Slr | 3,23 85 917 348
Pesorea {(survey 1
populasi di
BRIS)
Terdupatuya Jumlah
Penyelesaia keluban
n  keluhan ditindalk
kehuban lanjuti % | 242 | 27052 2;;0 2,42
masvarm st Jumlah
kelulan
diterima
Stapdar har
penvelesaian |
Rata-rata barl | bal | 2,42 5 ] 242
pongaduan
penyelesaian
Sub Total Perspektif Pelanggan 59,70 58,81
Elektifitas | Tercapainys | Realisasi Skor |
Pengelols | Skor Tiogkat
s Tinghe Hesehatan Skor | 11,29 95 T 11,21
Renangan | Kesehatan Target Skor 3
Keuangan Tingkat
Reseharan |
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Tercapalnys | Opind audlor
Opini Independen
e gl e 645 | WM | WIM | 645
WDM: 50 i
Disclaimer/No
Opini ; 50
Sub Total Perspektif Keuangan 17,74 17,66
Pespektif Proses Internal
Membang | Ketepatan Pealinsg bambat
un walktn tanggal 31
kepaiulis | persetujuan Oktber
1 BRIS RKAT okl Dilesima
dalam Dowsan Sebelum
memenul | Peagawas Bulan
i Oktwober: 5 N 1,61 UReEs [T 0,00
n r mber
kepenting Diterima Pada
an Hulkan
stakehold Oktober: 3
ers Diterima
Setelal Bulun
Oktober: O
Ketepanan Paling buaba |
wakiu tanggal 30
penerhitan Juni
laporan Dienina
ke Sre Pula Mare :
andit Bulan Juni: 5 L1 Jund 193
Diterima Pada | g
Bukan Juni © 3
Ditertiimn
Sefelal Bulan
Juui; 0
hetepatan Paling lambat
iy i el L A Juli | oJull | 328
publilkeesi Juli n
laporan Dieoima
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tahinan Sebelan
Bulan Joli: 3
Diterima Pads
Budan Juli: 3
Diterima
Setelah Bulan
Juli: 0
Kebandalan | Data peserta
Datahase | yanglengkep et | s [P um
Peserta (KD) | Keseluruhan 2
data Pesorta
Sub Total Perspektifl Proses Internal 8,06 6,88
IV, Pertumbuhan dan Pembelajaran
1 | Meritigka | Produktivits sl
than s pegawal Peserta
salidicl Funilah 1,61 7,65 BO1 1,69
itas SDM Karyawan
Indeks Hasil survey
kepuasan engagement 1,61 90 9 166
pegawal pegawal
Meningka | Tercapainya Realisasi
2 |tkan i Target =
Utilisasi | Readiness o cadll i o
Tekoologi | Level
[uformas! | Progress Jumlah
Owomasi Otomasi
Prosess Proses Bisuls
Risnis diselesaikan 1,61 B0 60 1,61
Targel
Otomasl
Proses Bisnis
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3 | Meningka | Tercapeinya | Realisasi Skor |
than Skor {Good GGG 054
Kapabilita | Goverment Target Skor | Skar | 3,23 99 9 3,28
s Covernance aan
Organisas | (GGO)
Ldun Tata | Tercapainys | Realisasi
Kelola 1t urity taxged
level Skar | 1,61 3 3,25 | 17
Manalemen
Risikn
Tercapainya Realizasi
Tingkat Tasgat
Kebandslan
— Skar 1,61 3,20 3,20 L6l
Peagendalia
n Ineern
Jumlah
Rekomendasi
Tingkal Hasil i
Lanjut Hasil  Pengnwasan 4 1,61 100 p 1,34
Peagawasan | disclosaikean
Jumlah
Rekomendass .
Sub Total Pertumbuhan dan Pembelajaran | 14,50 14,37
Total 100 97,72
Klasifikasi Penilaian IPK smn'l

L. Simulasi Pemberian Insentif

Pemberian Insentifl yang diksitkan dengan Kinerjs pada dasarmya
scsuri dengan pemlehan Indiketor Pencapainn Kinerja yang telah
mewakill opinl audiwr Independen, ungkat kesebatn keuangan dan
indikator pencapaian kinerja. Namun demikian sebagai opsi lain
untuk mendapatkan gambaran secarm terpissh terhadap 3 indikator
tersebur periu dilakukan simulasi peailaian sebagai herikut:
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Tabel 16
Simulasi Pemberian Insentif
‘Mo | Kinerja ] Bobot Nilal Simulasi
1  Opini Auditor
l | Watjar Tanpa Modilikasi 100 - 100
Watjar Dengan Modifikesi 80 *
Disclaimer/No Opini s0 T
2 Tingkat Kesehatan Keuangan |
| Schat Sckali 2 100,00
Sehal 90,00 -9909 | 95
Kurang Sehat B0,00-8999 |
' Tidak Schat = 80,00
3 indikator Pencapaian Kinetja
| Sehat Skl 2 100,00 |
| Behat 90,00 — 99,99 ' o0
jxumgsenm | soos-sem |
| Mldak Selt < 80,00
Rata-rata Nilai 95
Mekanisme Pemberian [nsentif

1 Penetapan dilalmlan oleh Tim yang ditetapkan Ketna IASN yung
anggotanya terdid darf Kementerian Teknis yaknl Kementerian
Keuangan,  Kementerian  Keschatan  dan Kementerdan
kelenagakerjasn seria [WJSN

2. Dengan rata-rata oilai peroleban ketign indikator scbesar 95,
maka pemberian insentf secarn umum kepada Direksl dan Dewan
Pengawas sebesar 95% dad nsentdl yaug sudab dialokasikan,
[vang telah ditetapkan REAT).

4. Distribusl antar personil pengurus BPJS, diseralikan  kepadd
pengurus  (Dewan Peugawas dan  Dircks)) dengan  memenuli
prinsip keadilan,
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Rekomendasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 1ahian 2012 tentang
FPengelolaan Asel BRIS Keschatan dan Pecaturan Pemerioealh Nomor
99 whun 2013 feang Pengelolaan Ascl BPRIS Keienugakerjaun,
dalam rangka cfektifitas penotapan dan penflaian KPIL, [ASN perlu
menstapkan  diskresi  kewenangau unluk | memenmalikan/
merckomendasikan agar Direksi dan Dewnn Pergawas melaksanakan
hal-hal scbagal berlkut:

1. Mengusullan konsep penetapan tiogkat kesehatan kewangan dan
KPPl BPJS setelah ditetapkan REAT oleh Dewan Pengawas Kepada
DJSN untok mendapatkan persetujuan

2. Nepambali reang logkap audit oleli KAP yaitu ustuk melakulkan
andit kinerja BPJS, termasuk didalamnya audit tinglat kesehatan
kevangan dan KPL

J. Menvampaikan  laporan evaluasi  kinerjs  secam periodik
(Iriwulanan) kepada DISN sebagal evaluasi dini (Bardy Warniog
Bystew),

4. menyampaikan Lapommn evaluasi kinetja lalbnoan dan dokimmen

pendukung indikator penilaian KPT (adited dan unaudit) kepada

IMISN sebaga dasar antuk melakukan peoilaian,

Membangun sub sistem infonoasifaplikasi antuk memudahkan

dan akurasi dalun penctapan dan penilaian KP1

9!

Perutup

1. Dewan Pengawas, Direks! dan selinul fajaran manajemen BRIS
s mendukung sepenubioya pelaksanzan  pesefapan  dan
penilaian kinerjo.

2. Penyusunan pedoman pedoman penetapan dan penilaian kinetja
BPJS berdasarknn  seperangkat peratusan perundang undangan
dian Best Practices vang levkail dengan poniladan Kineija yaog
dalaiu hal i menggunakan metode balanced score card.

3. BPJS wmemastikan babwe penerspan asas dea pansip SISN

sehagan dasar pembobotan pada scuap indiketor sehingga
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memenuhl asas keadilan, kesioambungan pengelolaan  program
dengan menmpeshiatikan para pomangku kepeotingan,

Kewajiban terbadap penetapan  dan  pendladan kinegls BRIS
dilakukan melalnd evaluasi (self assessmenf) dan andit oleh Rantor
Akuntan Publik (KAP) dengat menggunakon metode balanced
acore card, dan penilaian tingkat hesshatan keuangar sesuo
demnigian metode yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

. Peluksanaan self assessment yang cloktil harus dilakokan melalui
thapan  persiapsa,  pengumpulan dan peogajizn dokomen,
pembahasan hasil self assessment, penyusunan dan legalisasi
laporat.

Unmk menghadapl pelaksanaan Self Assessment dan audit ojeh
KAP pada talun bedkumva dibual program peningkatan nilad
(arca of mprovement] atas basil audit BAP yaog diuuaksudken
untik melalmkan tindak lanjut terbadap kemungkinan adanya

peningkatzn nilad  baik erhadap tingkar keschatan keégangan
watpun terbiadap dikator Pencapaion Kinerja

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

e

SIGIT PRIOHUTOMO
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